[SALINAN]

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN
PENGAWAS DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa mengingat Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018

-

tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan
Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah
Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin,
perlu diperbaharui dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Umum Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan
Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah
Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);




Menetapkan

.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 1213);

6. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan
Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum
Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 36);

7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2019
tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran
Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah
Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN

2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN
PENGAWAS DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN
PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi
Banyuasin Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum
Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 36) diubah
sebagai berikut:

1. Kentuan pada Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dewan Pengawas dibentuk dan diangkat serta
diberhentikan oleh Bupati.

(2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati
atas usulan pemimpin RSUD Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin.

(3) Pembentukan Dewan Pengawas berlaku hanya pada
BLUD yang memiliki :

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi
anggaran 2 (dua) tahun terakhir, minimum sebesar
Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
dan/atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir
sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh

miliar rupiah).

2. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak
3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan
realisasi pendapatan menurut laporan realisasi
anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset
menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, serta seorang
diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai

Ketua Dewan Pengawas.



=il =

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga)
orang dalam hal BLUD RSUD Sekayu memiliki:
a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi
anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp
30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah); atau
b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir
sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh
miliar rupiah) sampai dengan Rp
500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak S
(lima) orang dalam hal BLUD RSUD Sekayu memiliki:
a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi
anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp ‘
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau |
b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir,
lebih besar dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus
miliar rupiah). ‘
(4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan jumlah
keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud |
pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, ‘
apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan |
realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset
menurut neraca mengalami penurunan selama 2 (dua)
tahun berturut-turut lebih rendah dari persyaratan ;
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

3. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggota Dewan Pengawas RSUD Sekayu terdiri dari

unsur-unsur yang meliputi:




(2)

(3)
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a.1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi
kegiatan BLUD;

b.1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi

pengelolaan keuangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan
kegiatan BLUD.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak dapat
dilakukan bersamaan waktunya dengan pengangkatan
pejabat pengelola RSUD Sekayu, kecuali pengangkatan
untuk pertama kalinya pada waktu penetapan RSUD
Sekayu sebagai BLUD.

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan

Pengawas yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-
masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD
RSUD Sekayu serta dapat menyediakan waktu
yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan
tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah
menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau
Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah
sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit
atau orang yang tidak pernah dihukum karena
tindak pidana yang merugikan negara,

c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen
keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai

komitmen terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik;

d. kompetensi Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ paling sedikit terdiri dari :
1. daftar Riwayat hidup; dan
2. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki
yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 72
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003
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